PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.01/2016
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH P™ 'A. T PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUA  “AN DAN
PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFOF ASI DAN DOKU. =NTASI
KEMENTERIAN K7 _ANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YA  MAHA ESA

MENTERI KEUANG N REP! "~ INDONESIA,
Menimbang : a< bahwa ¢ lam rar. ‘@ mengimplementasikan kewajiban
‘eme’ elia. aangan selaku badan publik untuk

n. ‘buka akses atas Informasi Publik, telah ditetapkan
Perav. an Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012

ntang Pedoman Layanan Informasi Publik

ngkungan Kementerian Keuangan;

b.© oahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan

keterbukaan Informasi Publik yang semakin kompleks

serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan

Informasi Publik, perlu menetapkan kembali pedoman

layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan



Mengingat

Menetapkan

-2

Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Keuangan;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia* .mor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61< :hun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang< .omo. '4 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Inforr® si Publik (Lv. “aran Negara
Republik Indonesia Tak' n 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Re; “9lik Indo sia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Keuc 3 nNomor 234/PMK.01/2015

tentang Orrs nisasi dan  Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Bt ‘ta ino_ "2 Repur < Indonesia Tahun 2015
Nomor 1926);

MEMU" 'SKAN

PEK. *J°" \N MENI=RI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN

"YANA 'NFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA
INF. RMAS. JAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN' ERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOK MENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
Kementerian Keuangan yang Dberkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai

dengan peraturan perundang-undangan mengenai
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keterbukaan Informasi Publik, serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.
Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan secara
Berkala adalah informasi yang wajib disediakan dan/atau
diumumkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi
Publik.
Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi
Publik yang Dikecualikan sebagaimar® dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan r Aagenai keterbukaan
Informasi Publik.
Pejabat Pengelola Infe® liasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan< ang selanjutnya a. ‘but PPID
Kementerian Keuang adalah r ,abat yang bertanggung
jawab di bidang per ™ .nan, pendokumentasian,
penyediaan, < '~n/atau pei. nan Informasi Publik di
Kementerian' 2uai.,
Perangkat Peje it P gelowe. nformasi dan Dokumentasi
Ker Yian + angan yang selanjutnya disebut
crangke PPID ¢ alah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokum< *“=<i Tingkat |, Pejabat Pengelola Informasi dan
2 nentasi Tingkat Il, dan Pejabat Pengelola Informasi
dair. okumentasi Tingkat Ill.
‘ejaba. ‘’engelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat |
ng selanjutnya disebut PPID Tingkat | adalah pejabat
ang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
Informasi Publik di unit eselon | serta membantu
pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Il
yang selanjutnya disebut PPID Tingkat Il adalah pejabat
yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
Informasi Publik di wilayah kerja kantor wilayah/kantor
pelayanan masing-masing unit eselon I, yang dikepalai
oleh pejabat eselon Il serta membantu pelaksanaan tugas

PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I.



10.

11.

12.

13.

15.

-4 -

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Il
yang selanjutnya disebut PPID Tingkat Ill adalah pejabat
yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

Informasi Publik di wilayah kerja kantor
pelayanan/kantor masing-masing unit eselon |, yang
dikepalai oleh pejabat eselon 1l serta membantu

pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID
Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Atasan PPID Kementerian Keuangs adalah pejabat yang
merupakan atasan langsv: , F. Y Kementerian
Keuangan.

Atasan PPID Tingkat |« .alah pejabat yang .erupakan
atasan langsung PPIL  ingkat I.

Daftar Informasi Publ. 2" aah catatan yang berisi
keterangan s7 ~ra sistemati. 2engenai seluruh Informasi

Publik yang ' *rau.. “hawah _'nguasaan Kementerian

Keuangan, tic k * masc Informasi Publik yang
Dil ikan.
emohor  Inform. i Publik yang selanjutnya disebut

Pemohr  ~dalah wurga negara Indonesia dan/atau badan
¥ 'n  Indonesia yang mengajukan permintaan
Intc ~asi Publik.
lji Ko. ekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi
ng timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan
epada masyarakat.
Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan
informasi sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai
keterbukaan Informasi Publik.
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Kementerian Keuangan sebagai badan publik
dengan Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik
yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
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16. Sistem Informasi PPID adalah sistem berbasis jaringan
yang berfungsi sebagai media informasi dalam pelayanan,
pengelolaan, dan pendokumentasian Informasi Publik.

17. Menteri adalah Menteri Keuangan.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk < ‘1nakan sebagai:

a. pedoman bagi Pemohon dalam® enge. ‘*an permohonan
Informasi Publik;

b. pedoman bagi seluruh « ak yang berhubui. :n dengan
pengelolaan Informad “2ublik di* ementerian Keuangan;
dan

c. alat bagi te rujudnya p. celenggaraan Kketerbukaan
Informasi Pui ‘k a. ~enteria. Keuangan sebagaimana
diatur dalam | ratus a pe. adang-undangan mengenai

ket “aan Inf.  .asi Publik.

BAB Il
INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

nformasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Pasal 3

informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan terdiri dari:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, yang merupakan informasi yang disampaikan
secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu;

b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta,
yang merupakan informasi yang disampaikan secara
spontan, pada saat itu juga; dan

c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Bagian Kedua
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Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 4

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
Pengklasifikasian atas Informasi Publik yang
Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada pengujian tentang< onsekuensi yang
timbul apabila suatu informa<  diberikan kepada
masyarakat serta setelah < pgertii. angkan dengan
saksama bahwa menuty Informasi “ublik dapat
melindungi kepentinga® yang lebih besc  daripada
membuka Informasi {  9lik atau< _oaliknya.

Informasi Publik yang D7 ccualikan di lingkungan

Kementerian ‘“euangan st qaimana dimaksud pada

ayat (1) mer uti . ~masi F Jlik yang Dikecualikan
sebagaimana ' 'iatv©  da. . peraturan perundang-
uns’ 1 meng. . keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV

MEKANISME UNTUK MEMPEROLEH
INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Permohonan Informasi Publik

Pasal 5

Permohonan Informasi Publik di Kementerian Keuangan
dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis,
Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tidak tertulis,
PPID Kementerian Keuangan atau Perangkat PPID
memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam
formulir permohonan Informasi Publik.

Terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Kementerian

Keuangan atau Perangkat PPID wajib:

a. memastikan Pemohon meme: .ni  persyaratan
permohonan berupa bukti antitas diri Warga
Negara Indonesia dan/ata’ Jukti »ngesahan badan
hukum vyang diterbit” .n oleh kei. aterian yang
membidangi urusar ukum dan hak asa manusia;

b. memastikan Pe. ~hon dar atau petugas layanan
informasi meleng ~o’ formulir permohonan
Informas” 2ublik;

C. mengoor nas. per atatan permohonan
Informasi' ublik Lsalar. egister permohonan sesuai

tan fo it sebagaimana tercantum dalam
Lan iran | i ruf B yang merupakan bagian tidak
ter' ~=hkan deri Peraturan Menteri ini;
.emastikan formulir permohonan Informasi Publik
‘iberikan nomor pendaftaran sesuai dengan format
se. «gaimana tercantum dalam Lampiran | huruf C
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

e. memastikan asli formulir permohonan Informasi
Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan
kepada Pemohon sebagai tanda bukti permohonan
Informasi Publik; dan

f. menyimpan salinan formulir permohonan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai
tanda bukti penerimaan permohonan Informasi
Publik.

Dalam hal permohonan Informasi Publik disampaikan

dengan cara yang tidak memungkinkan bagi Kementerian
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Keuangan untuk memberikan formulir permohonan
Informasi  Publik secara langsung, PPID wajib
memastikan formulir permohonan Informasi Publik yang
telah diberikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada
Pemohon.

Penyampaian formulir permohonan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan

bersamaan dengan penyampaian pemberitahuan tertulis.

Bagian Kedua

Pemberitahuan = .culis

Pa: graf 1

Penyampaiari. ~mberitak an Tertulis

Pasa.
Setiap perm. ona.. ~formas: “ublik wajib diberikan
jawaban ole ¥ ‘nen.. .an Keuangan berupa
per “ahuan culis yang disampaikan oleh PPID
emente in Ket agan atau Perangkat PPID, sesuai
dengan’ -mat sebecgaimana tercantum dalam Lampiran |
v D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Per. ran Menteri ini.
‘enyal. .aian  pemberitahuan tertulis sebagaimana
maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara
erolehan informasi yang dipilih oleh Pemohon dalam
formulir permohonan Informasi Publik.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

permohonan Informasi Publik, PPID Kementerian

Keuangan atau Perangkat PPID wajib menyampaikan

pemberitahuan tertulis yang berisi:

a. Informasi Publik yang diminta berada dalam
penguasaan atau tidak dalam penguasaan PPID atau
Perangkat PPID Kementerian Keuangan;

b. penerimaan atau penolakan permohonan Informasi

Publik dengan alasan yang tercantum dalam
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peraturan perundang-undangan mengenai
keterbukaan Informasi Publik;
bentuk Informasi Publik yang tersedia;

d. waktu vyang dibutuhkan untuk menyediakan
Informasi Publik yang dimohon;

e. materi Informasi Publik yang diberikan dalam hal
permohonan Informasi Publik diterima seluruhnya
atau sebagian;

f. penjelasan atas penghitaman < @u pengaburan
informasi dalam hal suatu 7~ ‘umen mengandung
materi  Informasi Pub! Y Dikecualikan;
dan/atau

g. penjelasan apabila< formasi tidak dap. -diberikan
karena belu diki Lai atau belum
didokumentasikan.

Pemberitahu# tertulis sebe.. ‘mana dimaksud pada ayat

(3) dapat dip par,. naling = mna 7 (tujuh) hari kerja

berikutnya de. '‘an © émpc  an alasan secara tertulis

da~ '~ dapat crpanjang lagi.
crpanja jan wa. U sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (4° “anat dilexukan dalam hal PPID Kementerian
v 4gan atau rerangkat PPID:

a. eslum menguasai atau mengadministrasikan
Iri. /masi Publik yang dimohonkan; dan/atau
belum dapat memutuskan apakah Informasi Publik
yang dimohonkan termasuk dalam Kkategori

Informasi Publik yang Dikecualikan.

Paragraf 2

Penolakan Permohonan Informasi Publik

Pasal 7
Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID
Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan
dengan surat keputusan PPID Kementerian Keuangan

atau Perangkat PPID mengenai penolakan permohonan
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Informasi Publik, sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | huruf E yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Surat keputusan PPID Kementerian Keuangan atau
Perangkat PPID mengenai penolakan permohonan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling kurang memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
b. nama Pemohon;

c. alamat Pemohon;

d. pekerjaan Pemohon;

e. nomor telepon/alamat .rat elektron. ~emohon;
f. Informasi Publik ya© , dimohonkan,;

g. keputusan peng: ‘alian da@ penolakan informasi;
h. alasan pengecualiai ‘2

konseku ~<si yang dipe. ‘rakan akan timbul apabila

informas dibu.  '2n diber an kepada Pemohon.

gagian Ketiga

Keberatan

Paragraf 1

Pengajuan Keberatan

Pasal 8
etiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik
berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai keterbukaan Informasi Publik;

b. tidak disediakannya informasi berkala;
tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f.  permohonan Informasi Publik dikenakan biaya;

dan/atau
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g. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang
telah ditentukan.

Keberatan diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau
kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir
permohonan keberatan sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | huruf F yang
merupakan bagian tidak terpisahks = dari Peraturan
Menteri ini.

Dalam hal pengajuan kebers .n a. wmpaikan secara
tidak tertulis, PPID Ke .enterian K angan atau
Perangkat PPID wajib » _.mbantu Pemohon  au kuasa
Pemohon untuk + +gisikan< ormulir permohonan

keberatan sebagaimana . 27" Lud pada ayat (1).

Rasal 9

Pengajuan keberata ditu” <an. _Jada:

a.

Atz PPID .menterian Keuangan, dalam hal
ermoho an Infc naasi Publik ditujukan kepada PPID
Kement* ~n_ Keuwngan atau Pemohon menemukan
2 keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
aya (1) huruf b yang dipublikasikan pada portal
‘emer,  ian Keuangan; atau

asan PPID Tingkat I, dalam hal permohonan Informasi
ublik ditujukan kepada Perangkat PPID atau Pemohon
menemukan alasan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang dipublikasikan pada
situs resmi unit eselon | selain portal Kementerian

Keuangan.

Paragraf 2

Registrasi Keberatan

Pasal 10
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Pemohon yang akan mengajukan keberatan mengisi
Formulir Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2).

Dalam hal formulir keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, PPID Kementerian
Keuangan atau PPID Tingkat | menyampaikan salinan
formulir keberatan kepada Pemohon atau kuasanya
sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Dalam hal formulir keberatan sebas .mana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan b7 ™ lengkap, PPID
Kementerian Keuangan 3 J D Tingkat |
menginformasikan kepads® Pemohon ¢ 4 kuasanya
untuk melengkapi formy« . keberatan.

PPID Kementerian ruangan< «tau PPID Tingkat |
memberikan nomor pen. *2° .n pada formulir keberatan

yang telah f ~vatakan lei. ap sesuai dengan format

sebagaimana =arca.. dalam . npiran | huruf G yang
merupakan b. ian < Jdak ‘pisahkan dari Peraturan
Me- nj.

~ID Ke =2nteriai Keuangan atau PPID Tingkat | wajib
mencat’ =engajua.1 keberatan dalam register keberatan
s . dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lai. ‘ran | huruf H yang merupakan bagian tidak

arpisa. .an dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 11
Atasan PPID Kementerian Keuangan atau Atasan PPID
Tingkat | wajib memberikan tanggapan atas keberatan
yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasa Pemohon
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya
pengajuan keberatan dalam register keberatan.
Atasan PPID Kementerian Keuangan atau Atasan PPID

Tingkat | berhak untuk menolak pengajuan keberatan
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secara tertulis, dalam hal Pemohon mengajukan

keberatan namun:

a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8;
dan/atau

b. materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama
dengan materi dalam permohonan Informasi Publik.

PPID Kementerian Keuangan atau PPID Tingkat | wajib

menyimpan asli formulir keberatan sebagai tanda bukti

penerimaan pengajuan keberatan.

Bagian Keem® .t

Waktu L= .nan

asal 12
Layanan permohonan . > usi Publik dan pengajuan

keberatan di' »rikan sampec dengan satu jam sebelum

jam pulang i nto wai peri .turan dalam Peraturan
Menteri Keuai an 2nge. . hari dan jam kerja di
lina” an Kem  crian Keuangan.

.alam h permo. nan Informasi Publik atau pengajuan
keberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~=* paikan sewelah berakhirnya waktu layanan, layanan
per. ~honan Informasi Publik atau pengajuan keberatan

'iberik « pada hari kerja berikutnya.

BAB V

ATASAN PPID KEMENTERIAN KEUANGAN, ATASAN PPID

TINGKAT I, PPID KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN
PERANGKAT PPID

Bagian Kesatu
Penunjukan dan Penetapan Atasan PPID Kementerian
Keuangan, Atasan PPID Tingkat I, PPID Kementerian
Keuangan, dan Perangkat PPID

Pasal 13
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Menteri menunjuk Atasan PPID Kementerian Keuangan,
Atasan PPID Tingkat I, PPID Kementerian Keuangan, dan
Perangkat PPID.

Penunjukan Atasan PPID Kementerian Keuangan, Atasan
PPID Tingkat |, PPID Kementerian Keuangan, dan
Perangkat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewene

Paragr 1
Tugas d=  Wewenang

PPID Ker. aterian K< .angan

Pasal
PPID Kementerian ‘eua:.._ ~.bertugc
a. menyediakan ¢ 1 me’ jame. .an Informasi Publik;
b. me ‘kan pe anan Informasi Publik yang cepat,
-pat, da sederhc a;
C menyus ~..standa. operasional prosedur pelaksanaan
17 dan kewenangan PPID Kementerian Keuangan
dai.  rangka penyebarluasan Informasi Publik;
d. asenete <an Daftar Informasi Publik dalam bentuk
putusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Daftar
iformasi Publik Kementerian Keuangan sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il huruf
A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;
e. melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau

perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID
Kementerian Keuangan dalam bentuk keputusan PPID
Kementerian Keuangan mengenai klasifikasi informasi
Kementerian Keuangan sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini;
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menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai

Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:

1) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan;

2) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan
pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;

3) telah habis jangka waktu pengecualiannya;
dan/atau

4) ditentukan oleh peraturan per’ dang-undangan;

menetapkan pertimbangan ter* .s aiw. setiap kebijakan

yang diambil guna meme:’ .hi hak seu ~ orang atas

Informasi Publik;

mengoordinasikan:

1) pengumpulan sel. 'b° Informasi Publik yang
meliputi:

a) info nasi ang v ,ib  disediakan dan
dium nkar .ecai. .erkala;
inform.  yang wajib diumumkan secara serta-
lerta; a6

c)< -~=farmasi yang wajib tersedia setiap saat;

.engumpuian Informasi Publik yang Dikecualikan;

3) engumuman Informasi Publik melalui media yang
se .ra efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh
pemangku kepentingan;

) penyampaian Informasi Publik dalam bahasa
Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;

5) pemenuhan permohonan Informasi Publik yang
dapat diakses oleh publik;

6) Pengklasifikasian Informasi Publik  dan/atau
pengubahan Pengklasifikasian Informasi Publik;

7) permohonan keberatan diproses berdasarkan
prosedur; dan

8) proses pemberian Informasi Publik di Kementerian
Keuangan berjalan dengan baik;

melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID

Tingkat | terhadap Informasi Publik yang tidak dapat
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diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik;
memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi
Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
melakukan penghitaman atau pengaburan materi
Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi
untuk membantu pelaksanaan tugas: °ID Kementerian
Keuangan;
melakukan pengembangan kor Jeterni. wnetugas layanan
informasi guna meningkatk: . kualitas la, ~an Informasi
Publik;
menggunakan Sisteri. aformasic ~ID dalam pengelolaan
layanan Informasi Publiy
menyediakan< ~formasi Pub. vang mutakhir pada portal
Kementerian' :uai,, ~dan Sis. n Informasi PPID;
memelihara d. /at?® me.. .takhirkan informasi pada
por menter. Keuangan dan Sistem Informasi PPID
aling kt ang 1 (¢ u) kali dalam 1 (satu) bulan;
melakyv” =._koora.nasi, harmonisasi, dan fasilitasi

=" gkat PPID;
me. ~diakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi
ublik.

ambuat dan menyampaikan laporan empat bulanan
tyanan Informasi Publik kepada Atasan PPID
Kementerian Keuangan; dan
membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan
Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada

Komisi Informasi Pusat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, PPID Kementerian Keuangan

berwenang:

memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak
dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Uji

Konsekuensi bersama dengan PPID Tingkat I;



-17 -

menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis
apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk
Informasi Publik yang Dikecualikan dengan disertai
alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara
bagi Pemohon untuk mengajukan Kkeberatan atas
penolakan tersebut;
menghadiri rapat pembahasan terkait PPID di tingkat
kementerian/lembaga,;
meminta informasi kepada Peranc’ .« PPID pemilik
informasi dalam hal Informasi Pv’ < yang dimohonkan
oleh Pemohon tidak dikuasa’ uleh D Kementerian
Keuangan namun dikuasai< :h Perangka. <2ID;
melakukan koordinasi 7 igan Perangkat PF. dan/atau
unit terkait dalam m{  ‘elesaika’ .eberatan;
melakukan pendampii. ©< dan koordinasi dengan
Perangkat PP'™. unit teknis, 2n/atau unit yang memiliki
tugas dan fur si nhe perikan © ituan hukum, pendapat
hukum, dan ' »ertir sany. hukum vyang berkaitan
der “ugas Ke  nterian Keuangan;
iengust @an k rada Atasan PPID Kementerian
Keuane untuk “melaporkan dan/atau mengajukan
97 an atas putusan Komisi Informasi ke lembaga
per. ‘lan;
aelakt. an koordinasi dengan Perangkat PPID dalam
nyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal
.ementerian Keuangan dan situs selain portal
Kementerian Keuangan, dan/atau Sistem Informasi PPID;
melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa
Informasi Publik ke Sekretariat Komisi Informasi atas
persetujuan Atasan PPID Kementerian Keuangan; dan
melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman
atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di

Kementerian Keuangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang PPID Tingkat |
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Pasal 16

PPID Tingkat | memiliki tugas sama dengan tugas PPID

Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf h angka 1), huruf h

angka 2), huruf h angka 3), huruf h angka 4), huruf h

angka 5), huruf h angka 7), huruf h angka 8), huruf j,

huruf k, hurufl, huruf m, huruf n, huruf q, dan huruf

r.

Selain memiliki tugas sebagaimana d” .aksud pada ayat

(1), PPID Tingkat | juga memiliki ti© =t

a. mengoordinasikan pe’ uokur. ntasian dan
penyimpanan  selur Informas. Publik  di
lingkungan wilayab® crjanya;

b. mendukung pc¢ ediaan .ormasi Publik yang
mutakhir pada porw. '<¢' .enterian Keuangan;

c. menyedi<an Informas. ‘ublik yang mutakhir pada
situs st in . 2l Ken. terian Keuangan dan
Sistem Im mas’ rIL,

d. nelihara  .an/atau memutakhirkan informasi
pad situs st in portal Kementerian Keuangan dan
Sic . Informasi PPID paling kurang 1 (satu) kali
.alam 1 (sacu) bulan;

e. remonitor penyediaan Informasi Publik yang
m. .akhir dalam Sistem Informasi PPID yang
dilakukan oleh PPID Tingkat Il dan/atau PPID
Tingkat IlI;

f. mengajukan kepada PPID Kementerian Keuangan:

1) usul Informasi Publik yang telah mendapat
persetujuan tertulis dari Atasan PPID Tingkat |
untuk dimasukkan dalam Daftar Informasi
Publik; dan

2) usul Informasi Publik yang telah mendapat
persetujuan tertulis dari Atasan PPID Tingkat |
untuk dilakukan Uji Konsekuensi;

g. membuat dan menyampaikan Ilaporan empat
bulanan layanan Informasi Publik kepada Atasan

PPID Tingkat | dan PPID Kementerian Keuangan;
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h. membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik
serta menyampaikannya kepada Atasan PPID
Tingkat | dan PPID Kementerian Keuangan; dan

i. memenuhi  permintaan informasi dari PPID
Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada
Atasan PPID Tingkat I.

Pasal 17
PPID Tingkat | memiliki wewena’ ; sama dengan

wewenang PPID Kementerian K< ‘'ngan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 hurv® , dan rufj.

Selain memiliki wewenang< .bagaimana  maksud pada

ayat (1), PPID Tingkat | = _miliki wewenang:

a.

mengusulkan ¢ *masi P1© (k untuk dikecualikan
kepada PPID Ken. te’ .n Keuangan yang telah
mendap~ . nersetujuar. ertulis dari Atasan PPID
Tingkat . wawu.. "~formas. ublik yang dimohonkan
tidak tern. suk.< dani . putusan PPID Kementerian
‘angan ‘nengenai klasifikasi informasi
Ken terian Keuangan dan berdasarkan
pe: ~hangan .ebih lanjut dari PPID Tingkat | dapat
akategorikan sebagai  Informasi  Publik yang
Nikecualikan, dalam waktu paling lambat 10
(s« aluh) hari kerja sejak permohonan Informasi
Publik diterima;
meminta informasi kepada PPID pemilik informasi
dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh
Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Tingkat | namun
dikuasai oleh PPID Tingkat Il dan/atau PPID Tingkat
Il di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat I,
melakukan koordinasi dengan PPID Kementerian
Keuangan serta PPID Tingkat Il dan/atau PPID
Tingkat Il di lingkungan wilayah kerjanya terkait
dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa
Informasi Publik ke Sekretariat Komisi Informasi

atas persetujuan Atasan PPID Tingkat I.
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Paragraf 3
Tugas dan Wewenang PPID Tingkat Il

Pasal 18

PPID Tingkat Il memiliki tugas sama dengan tugas PPID

Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf h angka 1, huruf h

angka 2, huruf h angka 3, huruf b< agka 4, huruf h

angka 5, huruf h angka 7, hur:® 0 angka 8, huruf j,

huruf k, hurufl, huruf m, huv® .rn, . +ufq, dan huruf

r.

Selain memiliki tugas s° agaimana dimaksu pada ayat

(1), PPID Tingkat Il nc niliki tugs .

a. mengoordinasikan -.ndokumentasian dan
penyimp =~an  seluru Informasi Publik  di
lingkung 2wno " kerjak D Tingkat Il;

b. menyediai n Ir¥ .rma. Publik yang mutakhir di

am Info.  .si PPID;

mer  nitor *nyediaan Informasi Publik yang

my. ‘'<hir daiam Sistem Informasi PPID yang

alakukan oleh PPID Tingkat Ill;

d. rengajukan kepada PPID Tingkat I:

1, usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam
usulan Daftar Informasi Publik PPID Tingkat I;
dan

2) usul Informasi Publik yang akan dilakukan Uji
Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan
dan PPID Tingkat I;

e. membuat dan menyampaikan Ilaporan empat
bulanan layanan Informasi Publik kepada PPID
Tingkat | sesuai hierarki;

f. membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik
dan menyampaikan kepada PPID Tingkat I; dan

g. memenuhi permintaan informasi dari:
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1) PPID Kementerian Keuangan dengan tembusan
kepada Perangkat PPID yang secara hierarki
berada di atas PPID Tingkat Il; atau

2) PPID Tingkat I.

Pasal 19

PPID Tingkat Il memiliki wewenang sama dengan

wewenang PPID Kementerian Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan® Jruf j.

Selain memiliki wewenang sebage”™ 2na dimaksud pada

ayat (1), PPID Tingkat Il memili’ wewe n0g:

a.

mengusulkan informas untuk dikec likan kepada
PPID Tingkat | . abila Informasi t »lik yang
dimohonkan tidt termasv’ Jdalam keputusan PPID
Kementerian Keu o7 mengenai klasifikasi
informas™ Xementeriari  2uangan dan berdasarkan
pertimbe gan . “.lanjut i PPID Tingkat Il dapat
dikategori. :n .0ay..  Informasi Publik yang
~cualike

mer 1ta infc masi kepada PPID pemilik informasi
da’ =.hal Infurmasi Publik yang dimohonkan oleh
emohon tidak dikuasai oleh PPID Tingkat Il hamun
‘ikuasai oleh PPID Tingkat Il di lingkungan wilayah
Ke 4 PPID Tingkat Il;

melakukan koordinasi dengan PPID Tingkat |
dan/atau PPID Tingkat Il sesuai hierarki terkait
dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa
Informasi Publik kepada PPID Tingkat I.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang PPID Tingkat Ill

Pasal 20

PPID Tingkat IIl memiliki tugas sama dengan tugas PPID

Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf h angka 1, huruf h
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angka 2, huruf h angka 3, huruf h angka 4, huruf h

angka 5, huruf h angka 7, huruf h angka 8, huruf j,

huruf k, hurufl, huruf m, huruf n, dan hurufr.

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPID Tingkat 11l memiliki tugas:

a.

mengoordinasikan pendokumentasian dan
penyimpanan  seluruh Informasi Publik  di
lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat IlI;
menyediakan Informasi Publik < .ng mutakhir di
Sistem Informasi PPID;

mengajukan kepada PPIE (ingn Il atau kepada
PPID Tingkat | dala: ~hal tidak  ~rdapat PPID
Tingkat Il di atas P™ J Tingkat III:

1) usul Inforn<  * Publik »¢ «wk dimasukkan dalam
o' .asi Publik PPID Tingkat I;

<

usulan Daftar

dan
2) usu 'ntor. i Publik  ang akan dilakukan Uji
Kons:. uens olern ID Kementerian Keuangan

dan PF ringkat I;

mer huat ¢ 2  menyampaikan laporan empat

buv® ~=n_layaiian Informasi Publik kepada PPID

ingkat 1l atau kepada PPID Tingkat | dalam hal

‘dak terdapat PPID Tingkat Il di atas PPID Tingkat

Il zsuai hierarki;

membuat laporan tahunan layanan Informasi Publik

dan menyampaikannya kepada PPID Tingkat Il atau

kepada PPID Tingkat | dalam hal tidak terdapat PPID

Tingkat 1l di atas PPID Tingkat Ill; dan

memenuhi permintaan informasi dari:

1) PPID Kementerian Keuangan atau PPID Tingkat
I, dengan tembusan kepada Perangkat PPID
yang secara hierarki berada di atas PPID
Tingkat Ill; atau

2) PPID Tingkat II.

Pasal 21
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PPID Tingkat Il memiliki wewenang sama dengan
wewenang PPID Kementerian Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

Selain memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PPID Tingkat Ill memiliki wewenang:

a. mengusulkan informasi untuk dikecualikan kepada
PPID Tingkat | dengan tembusan kepada PPID
Tingkat Il apabila Informasi Publik yang dimohonkan
tidak termasuk dalam keputusar® PID Kementerian
Keuangan mengenai k' cifikasi informasi
Kementerian Keuanga* Q. berdasarkan
pertimbangan lebih )< jut dari Py > Tingkat IlI
dapat dikategorika: sebagai Informasi = .blik yang
Dikecualikan;

b. melakukan koorai. =i Jdengan PPID Tingkat |
dan/ata» PPID Tingk. Il sesuai hierarki terkait
dengan | nyeic "~ Sengr .a Informasi Publik; dan

c. melaporke keti© .kse.. .aan proses sidang Sengketa

rmasi P .K kepada PPID Tingkat Il atau kepada
PPIL  Tingke | dalam hal tidak terdapat PPID
Tir' =t 1l di atas PPID Tingkat IIl.

Paragraf 5

as da .Vewenang Atasan PPID Kementerian Keuangan

Pasal 22

£ san PPID Kementerian Keuangan bertugas:

a.

memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian
informasi yang diusulkan oleh PPID Kementerian
Keuangan;

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register
keberatan;

menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
menyampaikan laporan tahunan layanan Informasi

Publik Kementerian Keuangan kepada Menteri.
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Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan PPID Kementerian

Keuangan berwenang:

a.

memberikan kuasa kepada pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan untuk menghadiri penyelesaian
Sengketa Informasi Publik;

memberikan masukan terhadap laporan PPID
Kementerian Keuangan mengenai keti© «sesuaian proses
penyelesaian Sengketa Informasi P ik; dan

mengajukan gugatan atas put’ .an K isi Informasi ke
lembaga peradilan melalui © it yang mer. ki tugas dan

fungsi memberikan ban* .n hukum.

Pai 2l

Tugas de* ‘Wewenang ~ :an PPID Tingkat |

aSaun

Atasan.” Tingkat'  _rtugas:

a.

(o

iemberi \n perse yjuan tertulis terhadap usul Informasi

Publik < -=_usul ‘nformasi Publik yang Dikecualikan,
9 alajukan oieh PPID Tingkat I;

me. <erikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
leh F. iohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kkerja
jak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register
eberatan; dan

menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan PPID Tingkat |

berwenang:

a.

memberikan kuasa kepada pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan untuk menghadiri penyelesaian
Sengketa Informasi Publik;

memberikan masukan terhadap laporan PPID Tingkat I
mengenai ketidaksesuaian proses penyelesaian Sengketa

Informasi Publik; dan
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mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke
lembaga peradilan melalui unit yang memiliki tugas dan

fungsi memberikan bantuan hukum.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang:

a.

(3)

Atasan PPID Kementerian Keuangan dan Atasan PPID
Tingkat | bertanggung jawab kepada Menteri;

PPID Kementerian Keuangan bertangs g jawab kepada
Atasan PPID Kementerian Keuange

PPID Tingkat | bertanggung jz== ab k¢ »da Atasan PPID
Tingkat | dan PPID Kements® an Keuangai

PPID Tingkat Il bertanc® .ng jawab kepada r D Tingkat
I; dan

PPID Tingkat Ill bertang. ¢ awab kepada PPID Tingkat
Il atau PPID Tingkat | da. » hal tidak terdapat PPID
Tingkat Il di e s Tingkat \

BAB VI
PEI 5SKLASIH <ASIAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Uji Konsekuensi

Pasal 27

engklasifikasian Informasi Publik dilakukan
berdasarkan Uji Konsekuensi sebelum suatu Informasi
Publik dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap
orang.

Pelaksanaan Uji Konsekuensi di lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Informasi Publik yang diusulkan oleh
PPID Tingkat | baik secara berkala maupun karena
adanya permohonan.

Pelaksanaan Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan secara saksama dan penuh

ketelitian, dengan mempertimbangkan alasan
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pengecualian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan kepentingan publik.

Uji Konsekuensi dilakukan oleh PPID Kementerian
Keuangan bersama dengan PPID Tingkat | dan/atau unit
eselon Il di lingkungan Sekretariat Jenderal dan dapat
berkoordinasi dengan unit eselon Il pada Sekretariat
Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi menangani
permasalahan hukum dan/atau peraturan perundang-
undangan.

Hasil pengujian konsekuensi ber ‘a Pengklasifikasian
Informasi Publik ditetapkan. eh 'D Kementerian
Keuangan berdasarkan arsetujuan tasan PPID

Kementerian Keuangan

Bagic X< uJda

Batas Waktu Pe’ -ampaian Ini.  n2asi Publik dalam rangka

(1)

Peng las. ‘an Info.  asi Publik

Pasal 28

.atas we tu bagi ‘erangkat PPID untuk menyampaikan

usul Ir° =masi Puulik dan usul Informasi Publik yang

<« galikan aalam rangka Pengklasifikasian Informasi

Puir -« secara berkala:
pe. .ig lambat minggu kedua bulan Januari, untuk
penyampaian usul Informasi Publik dan usul
Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID
Tingkat Il kepada PPID Tingkat IlI;

b. paling lambat minggu ketiga bulan Januari, untuk
penyampaian usul Informasi Publik dan usul
Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID
Tingkat 1l kepada PPID Tingkat I; dan

c. paling lambat minggu terakhir bulan Januari, untuk
penyampaian usul Informasi Publik dan usul
Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID
Tingkat | kepada PPID Kementerian Keuangan.

Penyampaian usul Informasi Publik dan usul Informasi

Publik yang Dikecualikan kepada PPID Kementerian
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Keuangan dalam rangka Pengklasifikasian Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
harus mendapat persetujuan tertulis dari Atasan PPID
Tingkat I.

Bagian Ketiga

Penetapan Keputusan PPID Kementerian Keuangan

Pasal 29

PPID Kementerian Keuangan bs ama dengan PPID
Tingkat | melakukan pem! .nasa. terhadap usul
Informasi Publik dan r’ .akukan U, Konsekuensi
terhadap usul Informasic ublik yang Dikecua. an.

Hasil Uji Konsekuei terhada: usul Informasi Publik
yang Dikecualikan diri < ialam berita acara yang
ditandatanga’ .olenh PPID  -menterian Keuangan dan
PPID Tingka I, <« % selar. .tnya disusun menjadi
Pengklasifikasi ) Infr nas:i . .olik.

Per rifikasiau Informasi Publik sebagaimana
amaksu pada ay ' (2) disampaikan kepada Atasan PPID

Kemen* ~n Keuar.gan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 30

Keme. c:rian Keuangan menetapkan 2 (dua) keputusan

ieliputi:

.eputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Daftar
Informasi Publik Kementerian Keuangan, berdasarkan
hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1); dan
Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai
klasifikasi informasi Kementerian Keuangan,
berdasarkan hasil Uji Konsekuensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan setelah mendapat
persetujuan Atasan PPID Kementerian Keuangan

terhadap pengklasifikasian informasi.

Bagian Keempat
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Perubahan Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai

(1)

Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan

Pasal 31

Dalam hal PPID Tingkat Il atau PPID Tingkat Il

menerima permohonan Informasi Publik dan/atau

permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian

Keuangan dan/atau Perangkat PPID yang secara hierarki

berada di atas PPID Tingkat Il atar: .“PID Tingkat IlI,

tetapi Informasi Publik yang arsangkutan tidak

termasuk dalam keputusan PP° Ken. terian Keuangan
mengenai klasifikasi inforr si Kemente. 7 Keuangan,
dan berdasarkan pertir sangan lebih lanju  dari PPID

Tingkat Il atau PP{ Tingkat< .1 dapat dikategorikan

sebagai Informasi Pub. " .ig Dikecualikan, berlaku

ketentuan se* »nai berikut:

a. PPID Tir. <at. 2t PPID  agkat Il menyampaikan
usul Info. 1asi< dbnw. jang Dikecualikan kepada

2 Tingk. . disertai dasar pengecualian, dengan
tem 1san k rada Perangkat PPID yang secara
hie® -%i_pberaua di atas Perangkat PPID yang
.ersangkutan;

b. PID Tingkat | menyampaikan usul Informasi Publik
ye. 4 Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada Atasan PPID Tingkat | guna
mendapat persetujuan tertulis;

c. PPID Tingkat | menyampaikan usul Informasi Publik
yang Dikecualikan yang telah mendapat persetujuan
Atasan PPID Tingkat | sebagaimana dimaksud pada
huruf b kepada PPID Kementerian Keuangan;

d. jangka waktu penyampaian usul Informasi Publik
yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ adalah 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan Informasi Publik dari
Pemohon diterima; dan

e. terhadap usul Informasi Publik yang Dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
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huruf ¢ selanjutnya dilakukan Uji Konsekuensi oleh

PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku mutatis mutandis
terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima
oleh PPID Tingkat | dan/atau permintaan Informasi
Publik dari PPID Kementerian Keuangan.
Penyampaian usul Informasi Publik yang Dikecualikan
dari PPID Tingkat | kepada PPID Ken:' (terian Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ays (2) disertai dengan
dasar pengecualian.
PPID Kementerian Keuan: .1 menetap: >~ Keputusan
PPID Kementerian K< .angan mengenai = erubahan
klasifikasi inforn’ i Ker _nterian Keuangan,
berdasarkan hasil U " unsekuensi  sebagaimana

dimaksud pas »avat (1) dan  at (2).

B an. .ma

‘nforma.  ublik yang Dapat Diakses

Pasal 32
2’ ~ublik yany Dikecualikan dapat dinyatakan terbuka

~njadi formasi Publik yang dapat diakses dalam hal:

a.

b.

'inyate an terbuka berdasarkan mekanisme keberatan
>h Atasan PPID Kementerian Keuangan,;

inyatakan terbuka berdasarkan putusan sidang
ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah
Agung;

dinyatakan terbuka karena telah berakhirnya jangka
waktu pengecualian; dan/atau

dinyatakan terbuka berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID DAN
PERANGKAT PPID KEMENTERIAN KEUANGAN
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Bagian Kesatu
Pelayanan Permohonan Informasi Publik

oleh PPID Kementerian Keuangan

Pasal 33

Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID

Kementerian Keuangan dilakukan terhadap permohonan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a. Menteri dengan dasar permohe’ .n menggunakan
peraturan perundang-ur’ qgan mengenai
keterbukaan Informasi Pu¥ «; da. atau

b. PPID Kementerian Keus .gan.

Dalam hal permohonar (nformasi Publik ¢ ‘agaimana

dimaksud pada aya (1) belu” dikuasai atau belum

didokumentasikan olehi, *P*  Kementerian Keuangan,
namun dikus ~i atau didor mentasikan oleh Perangkat

PPID, maka' ?PlL menteric -~ Keuangan berwenang

untuk memintc <epa‘ . Per.. jkat PPID.

Per °t PPID .ng mendapat permintaan Informasi

dblik ¢ i PPIC <ementerian Keuangan sebagaimana

dimaks® -nada ay«( (2), harus menyampaikan Informasi
b” ' kepada PPID Kementerian Keuangan sesuai
der. 1 ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf i, Pasal 18 ayat

?) huir. g, dan Pasal 20 ayat (2) huruf f.

Bagian Kedua
Pelayanan Permohonan Informasi Publik
oleh PPID Tingkat |

Pasal 34
Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID
Tingkat | dilakukan terhadap permohonan Informasi
Publik yang ditujukan kepada:
a. PPID Tingkat I; dan/atau
b. Pimpinan unit eselon | dengan menggunakan dasar
peraturan perundang-undangan mengenai

keterbukaan Informasi Publik.
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Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai
atau belum didokumentasikan oleh PPID Tingkat I,
namun dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID
Tingkat Il dan/atau PPID Tingkat Il di lingkungan unit
eselon I, maka PPID Tingkat | berwenang untuk meminta
kepada PPID Tingkat Il dan/atau PPID Tingkat IlI.

Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan
sebagaimana dimaksud pada ayat / belum dikuasai
atau belum didokumentasikan olet" PID Tingkat I, maka
PPID Tingkat | harus menyam: .ukan njelasan melalui
pemberitahuan tertulis keps a4 Pemohon.

Dalam hal PPID Tind at | menerima |, ‘mohonan

Informasi Publik yang tujukan< _pada:

a. Menteri dengan . ¢ unakan dasar peraturan
perunda: »-undangan mengenai keterbukaan
Informas Pub.. 'an/atal

b. PPID Kem teriz Keu. gan,
ser' an Infor i Publik yang dimohonkan dikuasai
«au did wument. ‘kan oleh PPID Tingkat I, maka PPID
Tingkat meneruskan permohonan Informasi Publik
o .a PPID Kementerian Keuangan dengan disertai
Intc ~asi Publik yang dimohonkan.
dalam nal PPID Tingkat | menerima permohonan
formasi Publik yang ditujukan kepada:
Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau
b. PPID Kementerian Keuangan,
namun Informasi Publik yang dimohonkan tidak dikuasai
atau tidak didokumentasikan oleh PPID Tingkat I, maka
PPID Tingkat | meneruskan permohonan Informasi Publik
kepada PPID Kementerian Keuangan dengan disertai

penjelasan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Permohonan Informasi Publik
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oleh PPID Tingkat Il

Pasal 35

PPID Tingkat Il melayani permohonan Informasi Publik

yang ditujukan kepada:

a. PPID Tingkat Il; dan/atau

b. kepala kantor wilayah/kepala kantor pelayanan
utama bea dan cukai, dengan menggunakan dasar
peraturan perundang-undar’ .n mengenai
keterbukaan Informasi Publik

Dalam hal Informasi Pu* <« y a9 dimohonkan

sebagaimana dimaksud p7 a4 ayat (1) . ‘um dikuasai

atau belum didokume: asikan oleh PPID  ‘ingkat II,

namun dikuasai & ' didok .entasikan oleh PPID
Tingkat 11l di lingkung » < it eselon I, maka PPID
Tingkat Il F ~wenang ur. '~ meminta kepada PPID
Tingkat IlI.

Dalam hal aforr’ .si ublik  yang dimohonkan
sek rana di. «sud pada ayat (1) belum dikuasai

«@u bel m dic wumentasikan oleh PPID Tingkat II,
maka ¥ 2. Tingka. Il harus menyampaikan penjelasan
2l i pemberniahuan tertulis kepada Pemohon.
Dai. ~ hal PPID Tingkat Il menerima permohonan
aform. ¢ Publik yang ditujukan kepada:
Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau
b. PPID Kementerian Keuangan,
sedangkan Informasi Publik yang dimohonkan dikuasai
atau didokumentasikan oleh PPID Tingkat Il, maka PPID
Tingkat Il meneruskan permohonan Informasi Publik
kepada PPID Kementerian Keuangan dengan disertai
Informasi Publik yang dimohonkan dan ditembuskan
kepada PPID Tingkat I.
Dalam hal PPID Tingkat Il menerima permohonan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:
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a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau

b. PPID Kementerian Keuangan,

namun Informasi Publik yang dimohonkan tidak dikuasai

atau tidak didokumentasikan oleh PPID Tingkat Il, maka

PPID Tingkat Il meneruskan permohonan Informasi

Publik kepada PPID Kementerian Keuangan dengan

disertai penjelasan dan ditembus! .1 kepada PPID

Tingkat I.

Bagian K< .npat
Pelayanan Permol’ .1an Informasi Publi.
oleh< D Tingk« ll

Pasal

PPID Tingkat 'l i 2ni pert.. aonan Informasi Publik

yang ditujukar. epar .

a. 2 Tingke .1; dan/atau
kep: 1 ke tor pengelolaan/kepala kantor
pe’ —~nan/kepala kantor pengawasan dan
.elayananskepala pangkalan/kepala balai, dengan
renggunakan dasar peraturan perundang-
urangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

llam  hal Informasi Publik yang dimohonkan
2bagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai

atau belum didokumentasikan oleh PPID Tingkat IlII,

maka PPID Tingkat Il harus menyampaikan penjelasan

melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.

Dalam hal PPID Tingkat Ill menerima permohonan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau

b. PPID Kementerian Keuangan,

sedangkan Informasi Publik yang dimohonkan dikuasai

atau didokumentasikan oleh PPID Tingkat Ill, maka PPID
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Tingkat Il meneruskan permohonan Informasi Publik
kepada PPID Kementerian Keuangan dengan disertai
Informasi Publik yang dimohonkan dan ditembuskan
kepada PPID Tingkat | dan PPID Tingkat Il dalam hal
terdapat PPID Tingkat Il di atas PPID Tingkat Ill.

Dalam hal PPID Tingkat Ill menerima permohonan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a. Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan menger . keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau

b. PPID Kementerian Keuang: .,

namun Informasi Publik ya* , dimohonka. ‘dak dikuasai

atau tidak didokumenta‘ .\an oleh PPID Ting: :Ill, maka
PPID Tingkat Il = ~eruskan< sermohonan Informasi
Publik kepada PPID . ™7 (erian Keuangan dengan

disertai pen”'asan dan ‘embuskan kepada PPID
Tingkat | day PP "~akat II' alam hal terdapat PPID
Tingkat Il di at.  PPIF iing.. _1ll.

BAB VIl
PENC 9L AAN LAYANAN INFORMASI MELALUI
SISTEM INFORMASI PPID

Pasal 37
yanan Informasi Publik yang diselenggarakan melalui
ortal Kementerian Keuangan dan situs selain portal
Kementerian Keuangan menyediakan:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala; dan
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-
merta.
Penyediaan dan pengumuman informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas:
a. PPID Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf o Peraturan Menteri ini; dan
b. PPID Tingkat | sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri ini.
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Pasal 38

Dalam memberikan layanan Informasi Publik, PPID

Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID

menggunakan Sistem Informasi PPID.

Dalam hal Sistem Informasi PPID sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum atau tidak tersedia, maka layanan

PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID

dilakukan secara manual dan diberi” .n dalam bentuk

softcopy dan/atau hardcopy.

Dalam hal Sistem Informasi P° O su Y tersedia, PPID

Kementerian Keuangan dan Per akat PPID

mendokumentasikan wyanan PPID »_Menterian

Keuangan dan Perai -at PPID‘ .ebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ke dalam S =r' .nformasi PPID.

PPID Kement -ian Keuanga dan Perangkat PPID harus

melakukan [ adon. ~ntasiare alam Sistem Informasi

PPID terhadap.

a. *masi y g4 wajib disediakan dan diumumkan
sect 1 berka.

b. inff ~asi vang wajib tersedia setiap saat; dan
aformasi yang wajib diumumkan secara serta-
erta.

dalam  angka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

yanan Informasi Publik, PPID Kementerian Keuangan
an Perangkat PPID dapat menggunakan surat elektronik
dengan domain Kementerian Keuangan.

Informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi PPID

hanya dapat diakses oleh:

a. PPID Kementerian Keuangan, untuk seluruh
informasi; dan

b. Perangkat PPID, untuk informasi yang berkaitan
dengan tugas dan kewenangan unit kerja Perangkat

PPID yang bersangkutan.

BAB IX
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
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Pasal 39

PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID
menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan
maklumat pelayanan Informasi Publik.

Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan
kesanggupan PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat
PPID dalam melaksanakan pelayan® . sesuai dengan
standar layanan Informasi Publik.

Maklumat pelayanan Informa< Pub. - disusun sesuai
dengan format sebagaimanr< cercantum ¢ 2m Lampiran
Il huruf C yang merupa! .1 bagian tidak terp. hkan dari

Peraturan Menteri in:

BAB
SE S5Ke. "NFORM: @ PUBLIK

3agian Kesatu

Pe yelesaic Sengketa Informasi Publik

Pasal 40
Da. ~ menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, Atasan
PID K nenterian Keuangan atau Atasan PPID Tingkat |
2lalui surat kuasa dapat memberikan kuasa kepada:
PPID Kementerian Keuangan;

b. Perangkat PPID;

c. pegawai pada unit pemilik Informasi Publik yang
dimohonkan;

d. pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi
memberikan bantuan hukum/menangani
permasalahan hukum/peraturan perundang-
undangan pada masing-masing unit eselon |I;
dan/atau

e. pegawai lainnya yang bertugas sebagai petugas

layanan informasi.
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Pihak vyang ditunjuk sebagai penerima kuasa

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) saling

berkoordinasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi
Publik.

Bagian Kedua

Pelimpahan Wewenang

Pasal 41

Dalam rangka memenuhi pangr’ 9 sidang Sengketa

Informasi Publik yang pertama:

a.

Pel.

Atasan PPID Kem< cerian Ke. rgan dapat
melimpahkan wew: angnya dalam ber. kK mandat
kepada pejabat ¢ -lon Il ya ; ditunjuk sebagai PPID
Kementerian Keue ar untuk dan atas nama
Atasan P7'D Kementer.  Keuangan membuat surat
kuasa; a u
Atasan | 'ID INgR. I dapat melimpahkan
‘enangn. Jalam bentuk mandat kepada pejabat
Esei 1 Il ax 1 pejabat Eselon Il yang ditunjuk
set =2i_Perargkat PPID untuk dan atas nama
{(@asan PPIv Tingkat | membuat surat kuasa.

rahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

1), dile ukan dalam hal:

terbatasnya jangka waktu antara diterimanya surat
panggilan sidang Sengketa Informasi Publik dengan
jadwal sidang Sengketa Informasi Publik, sehingga
tidak memungkinkan bagi Atasan PPID Kementerian
Keuangan atau Atasan PPID Tingkat | untuk
membuat surat kuasa; dan

PPID Kementerian Keuangan atau Perangkat PPID
telah melakukan upaya koordinasi kepada panitera
komisi informasi pusat/provinsi/ kabupaten/kota,
namun panitera komisi informasi
pusat/provinsi/kabupaten/kota tidak dapat

mengubah jadwal sidang Sengketa Informasi Publik.
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PPID Kementerian Keuangan atau Perangkat PPID yang
telah membuat surat kuasa dan menghadiri sidang
Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
sidang Sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPID

Kementerian Keuangan dan/atau Atasan PPID Tingkat I.

BAB XI
PELAPORAN

Bagian Kes# .

Penyampaian Laporan La: .nan Informa. Rublik

asal 42
Laporan layanan Infori. =i« Jblik terdiri dari laporan
empat bulan®~ _layanan Ii.  masi Publik dan laporan
tahunan laya wn 1. asi Pub
Dalam menyar. aike® 1apu. 1 layanan Informasi Publik,
PP ‘amentei. . Keuangan dan Perangkat PPID
ienggur  kan Sis. m Informasi PPID.
Dalam ' ‘<istem l.iformasi PPID sebagaimana dimaksud
d¢ “ayat (1) belum atau tidak tersedia, maka
per. mpaian laporan layanan Informasi Publik
'ilakur 1 secara manual dan diberikan dalam bentuk
ftcopy dan/atau hardcopy.
,alam hal Sistem Informasi PPID sudah tersedia, PPID
Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID
mendokumentasikan laporan layanan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Sistem

Informasi PPID.

Bagian Kedua

Laporan Empat Bulanan Layanan Informasi Publik

Pasal 43



(1)

-39 -

Laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID
Tingkat 1ll sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) huruf d:

a. disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

b. disampaikan kepada PPID Tingkat Il atau kepada
PPID Tingkat | dalam hal ti¢ ( terdapat PPID
Tingkat Il di atas PPID Ting' Il sesuai hierarki,
paling lambat setiap tang” « 4 p. 2 bulan Mei dan
bulan September tahur Jerjalan seri. ulan Januari
tahun berikutnya = .u hari kerja berikc iya dalam
hal tanggal 4 me¢. vakan ha" tibur.

Laporan empat bulanar. »v' .an Informasi Publik PPID

Tingkat Il sekh” »aimana dim. ~ud dalam Pasal 18 ayat (2)

huruf e:

a. meliputi I orar :mpc  oulanan layanan Informasi

lik PPIL  .ngkat Il dan laporan empat bulanan
laya an Infc masi Publik masing- masing PPID
Tir' =t 11l yany berada di wilayah kerja PPID Tingkat
. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il huruf
> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Pe .turan Menteri ini; dan
disampaikan kepada PPID Tingkat | paling lambat
setiap tanggal 6 pada bulan Mei dan bulan
September tahun berjalan serta bulan Januari tahun
berikutnya atau hari Kkerja berikutnya dalam hal
tanggal 6 merupakan hari libur.

Laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID

Tingkat | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

huruf g:

a. meliputi laporan empat bulanan layanan Informasi
Publik PPID Tingkat I dan laporan empat bulanan
layanan Informasi Publik masing-masing PPID
Tingkat |l sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a yang berada di wilayah kerja PPID Tingkat I,
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il huruf C
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

b. Laporan empat bulanan layanan Informasi Publik
PPID Tingkat | yang tidak memiliki unit vertikal di
daerah menggunakan format Laporan empat
bulanan layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.

c. disampaikan kepada PPID Kem< .cerian Keuangan
dan Atasan PPID Tingkat |« aling lambat setiap
tanggal 8 pada bulan M  dar. ulan September
tahun berjalan ser’ bulan < “uari tahun
berikutnya atau k° « kerja berikutnyez ialam hal
tanggal 8 merug.  an hari Ii* .r.

(4) Laporan empat bulanar. v/ .an Informasi Publik PPID
Kementerian<“euangan se. “aimana dimaksud dalam
Pasal 14 hurut s:

a. meliputi I orar :mpc  oulanan layanan Informasi

lik PPIL  .<ementerian Keuangan dan laporan
emg - bular. 1 layanan Informasi Publik masing-
m7 =~ PPID ‘iingkat | sebagaimana dimaksud pada
wyat (3) huruf a yang berada di wilayah kerja PPID
‘ementerian Keuangan, sebagaimana tercantum
de. .m Lampiran Ill huruf D yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
disampaikan kepada Atasan PPID Kementerian
Keuangan paling lambat setiap tanggal 10 pada
bulan Mei dan bulan September tahun berjalan serta
bulan Januari tahun berikutnya atau hari kerja
berikutnya dalam hal tanggal 10 merupakan hari

libur.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

Pasal 44
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Laporan tahunan layanan Informasi Publik PPID Tingkat
Ill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf
e, disampaikan kepada PPID Tingkat Il paling lambat
setiap tanggal 15 Januari atau hari kerja berikutnya
dalam hal tanggal 15 Januari merupakan hari libur.
Laporan tahunan layanan Informasi Publik PPID Tingkat
Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f,
disampaikan kepada PPID Tingkat | setiap tanggal 5
Februari atau hari kerja berikutnya ¢ am hal tanggal 5
Februari jatuh merupakan hari lib’

Laporan tahunan layanan Infor .asi + »lik PPID Tingkat
I sebagaimana dimaksud d=" .m Pasal 16 ¢ »t (2) huruf h,
disampaikan kepada P” O Kementerian Ke. ngan dan
Atasan PPID Tingkat paling |7 .oat setiap akhir bulan

Februari atau hari ke, k' (kutnya dalam hal akhir

bulan Februa merupakan . i libur.

Laporan tal nan vanan formasi Publik PPID
Kementerian t uans a1 sc. gaimana dimaksud dalam
Pas 1 huru. | disampaikan kepada Atasan PPID

emente in Keu. gan, paling lambat setiap tanggal 15

Maret = -+ hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 15
ar merupakan hari libur.

Ata 2 PPID Kementerian Keuangan menyampaikan
jporar ahunan layanan Informasi Publik sebagaimana
maksud dalam Pasal 4 angka 19 kepada Menteri paling
iambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan

anggaran berakhir.

BAB XIllI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pelaksanaan tugas dan wewenang Atasan PPID Kementerian

Keuangan, Atasan PPID Tingkat I, PPID Kementerian

Keuangan, dan Perangkat PPID sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri ini dilakukan setelah Keputusan Menteri

Keuangan mengenai penunjukan Atasan PPID Kementerian
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Keuangan, Atasan PPID Tingkat 1, PPID Kementerian
Keuangan, dan Perangkat PPID ditetapkan.

BAB XIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.01/2012
tentang Pedoman Layanan Informasi blik di Lingkungan

Kementerian Keuangan dicabut dan< .nyatc >n tidak berlaku.

P~ 4l 47

Peraturan Menteri inii mulai

vlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KEUAM _AN
REPUBLIK IN° NESIA,

’| MULY/Z  INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUN" iNG-UN ANGAN

KEMENTERIAN K. ‘UM DANM “AK ASAS. MANUSIA
REPUBLIK INDONES.

WIDODO  “ATJAHJ A

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT FORMULIR, REGISTER,PEMBERITAHUAN TERTULIS, DAN
KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMA® " PUBLIK

A. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IM ORK_ SI PUBLIK

FORMULIA FERMOHMAY  ~UHMA F” 4 Lembag desan

Hamar Pardefacunt
[ arppel Pargue= Panocharen ™

Palmaan

He. Teapon e Emsld
H=ETFEFNF
|ed=rrmn yeng doreme

Tujuan P gt aan Lrdferm

Barmamazd il n - firte. Hotans Pandimen lmirtes ke ...l

Barms Pi.rd'l:lu:lnl'F'ln-rqu-: sesapu  mrbhum  pEET
i

Cars o aicl &l beErrac 1 |:|:l||:||l.|lu| mbﬂuw.u.n,. CHlCEIEY
a DHmdlpId-unHan.uhmmlr-dwnfnﬁw—r, i

Carm mardeps. =l I..D:lul:u'quhn'. B grang 1 O Ddernm e por
barups saknan g il 2. ] euiceirati d [ |Errmil

| PR | LUMISSRRR 211 1 L ST R o ety |
Penugsr Laracan Inkomsc: Parrohaoe,

Harca pelac dan mrnde g Blacris ke da maeds s pEn

o Wi -

" Cimn. oinh petugas lerames nformes) rdeseros oo prodsfisren parmechzmn, lkfzreea Publie

- i targyel penprasn permchesan olab prioges lerersn mierman

=& Pibh osaleh can decpen reareke wrads )

ik Cild dengee cerpas dan weggel derimerys pasctanen efammasd Fotlk ey cak pammechocan
Infrromn. Poh bk dimysisloan beghsp sares demgan. ssprinr parmchoran Infeman Public
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Lembear Tedaloang

Hak-hak Pemohid 1nfermas

Berdasanlen Uind g - Dodang Homor 14 Tahnn 2008 Dean &g
Erieriiiksiin Maiersas Fublik

il, PABTIEAN ANDA MENDAPAT TANDA BUET] PES HIOF RMAHT BERUFA
MOROE PENDAFTARAN HE PETIMIAR LAYAMAN [ $ ALFPPIL L
g hician  Edoras  Bdsk hbhepilian, DayRRE
AlAssian, mLnphin ks Sl e Ands Eureag

M. FPemobon befhak e epatknil peedibeain alin
mmhmmuh‘mu:m]ummm [

Ak puss denpsn kBspoiussn Atasen FPID, sisaks Pemidion
o keberwian kepads Kodadsi Infarmasd dalss ganghs wakm i4

M’lmmmﬂ plely Pemodios Bl i
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B. CONTOH FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

. ICEMERTERIAN KEUANGAN REFUNLIK
@ I I T I TLS L LT T )

* <

REGISTER PERMONONAN INFOR! I
Partede Jurmars Doseniber . ks nge= tabun)

--.::..-:--—:;-—-Eé -.

L bomar “wonamaer o v
o] ] oo | ==
,‘ ‘

Tandm Buls  Meoers
lefzrrrmn




C.
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FORMAT NOMOR PENDAFTARAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KODE JENIS ADMINISTRASI

| No| Jenis Register | Kode |
L 1. ‘ Kebemtan ‘ KB .
4. | Keputusan | KEP

KODE UNIT ORGANISASI

KK = Kementerian Keuangan

SJ = Sekretariat Jenderal

AG = Direktorat Jenderal Anggaran

PJ = Direktorat Jenderal Pajak

BC = Direktorat Jenderal Bea ¢ » Cukai
PB = Direktorat Jenderal Perbendc * .an

KN = Direktorat Jend: “akayaan Nu ra

PK = Direktorat Jende:. ! Pern,. »7an Kcdangan

PR = Direktorat Jendera “er’ .iolaan “embiayaan dan Risiko
I3 = Insps” oic ‘endera

KF = B¢ .an Kebij <an Fisk

PP v dan Per ~.dan Pelatihan Keuangan

FORMA ~ NO. »R PENDAFTARAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMA. = DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
(PERMOHC IAN INFORMASI PUBLIK DAN KEPUTUSAN PEJABAT
. NGEL _A INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KEL .GAN)

€AY =, oo

n’xx,'l. ..

W

Kole Jenie Admirnsisas

Tanda Penghubung

W

Nomeor Hegistrazi

v

2 (raris Miring

v

Kole  Kemeniering Keoangan  Jdon il

- ~3
urud)

Claris Miring
£

W

—> Tahun Berjalan fempat digit anpkal

'
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4. FORMAT NOMOR PENDAFTARAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT |

Kocle Jenis Administrast

v

W

Teayuia Penghubung

Numnor Regisirast

v

W

Caris Wiring

v

Kocle Lnic Organigast L0 .on | (cua digit
hurud)

V

Caris Ninng

=2 ‘Tahun Uenalao lempac digit. kal

5. FORMAT NOMOR PENDAFTA: N.© °PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKU™ENTASI TINC AT Il

i -, XX XX /...
| LA

= K. enis Administrasi
T2 Tari | Penpghubong
>

Nomg¢ o Urur Agenda

— 2 Lawasis Miring,

> Kode Untt Orpanisast Bselon T [dus dign
huaraf)

> Titik

> Kode Kantor Sctara Eszelon 1l (satu atau dua
digit angka) scsusi dengan Peraturan Menten
Kenangan mengenai Kode tara naskal dinas

> Cariz Mifing

2 Tahun Derjalan (empat digic angka|
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6. FORMAT NOMOR PENDAFTARAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I

el - XX XXXX /..

I >  Kode Jerus Admimstras:
~» Tande Penghubung
=ttt Nomor Urut Agsndn
> Gars Minng
» Kode Unit Organisas: Esclon [ 1dua digit
huread)
1> Ttk
L l ». Kaode Kantor Setara E: Il [satn ston
dua digit angks Ze i dengan
Peraturan Mented Reauangd nengenal
kode tatx naslkd ) dinax
-+>  Titk
?» Kaode K ar Satara E«O0on 111 lsary atau
dua nt  wngk sesani  dengan
Peraturi, Mented Lecuangan mengenod
Kode tatn - ditian
=, Gans Minng
. Tan Rerjalan (e t digit angla)

Keterangan :

(*)

Khusus untuk ps’ _awe. 2 dalan egister permohonan Informasi Publik,
langsung ms ggunaka  nomor Jurut sesuai register permohonan
Informasi Pu. k. Cor’ ...
Pejabat Pengeloi.  (ormasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
12° ~PID.~n 2016

cjabat Pengelt  Inforinasi dan Dokumentasi Tingkat |
1 /PPID.KN/Z 16
Pejar.  Penge’ .a Informasi dan Dokumentasi Tingkat Il
123/PPi. = N.01/2016
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat |11
123/PPID.KN.01.05/2016
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D. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
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E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN  DOKUMENTASI KEMENTERIAN  KEUANGAN/PERANGKAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI

HURAT HEFUTTHARN FPIF .~ TERTARG FERGLAHAN FERMOHOY  (FFERMAHT

Ka. 'I.'-.q-:n JFaxi Emanl
Rincias [niormas vany
Chitstuhion

FPID mamubesinn badrea rdarmusi yang dimahon sdadah:

| INFIVRRST W TR EITALL A1

i sl ik, iosipass’ Lt alwe

FER® HACOHAN M) AMAST IMTOLAK |

Jika Pepaheon bebermine. s o0 alakes oo kA Peinohon dapet fesgajukan kebevabsn fepels
Aragad PRID, FRama ..o A s=et ealmmbat-lmbarsya 30 g pokabd had kags sk
A A S S LT R

N P i i

!llln:l Jazaias & Tandatangan

l-l'|l.rl.n.F.l1
izl SR, angan kedudukas saias FEID

b Diizi oleb pariuyme leyansn informas bardasssian nomer pendafisran parmohonss Informasi
Fubhbic.

= [Hisi alsh PRI sesagal dengail peransee gerlndanpsn raeg teslaknn

s Doini desigan nRmE jabairn Anasan PRID Kamenterian Esoanpsn'anassn PRD Tagkot |,
sl O g st Joeril KRl B i,

seise Do destgain rempar dad sangeal Al KR S isghine
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F. CONTOH FORMAT FORMULIR KEBERATAN

i
FORMULIE KEEERATAN
Somor Parsdafisenn Ksbarmimn™ . -
Kapamcin, Yih.

- Fangmu
BUERE eman
i = muhhﬂnmiﬁhﬂ!!ﬂ:ﬂq—ﬂnﬁnﬁﬂm!4m
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G. FORMAT NOMOR KEBERATAN PENGAJUAN KEBERATAN
1. FORMAT NOMOR PENDAFTARAN KEBERATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KEUANGAN

(O Y b O S
|

Korle Jenie Admmirnsisas

W

Tanda Penghubung

v

Nomeor Hegistrazi

v

L > (yaris Miring

R

Konle FIHETL RTI P o ddun i
Kole K K I 1l

furud)

Crirris Nirine

W

Tahun 7 jalan fempd gt anpkal

W

2. FORMAT NOMOR = "'DAFTARAN" XEBERATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMAS DAN = “LIMEN. 1Sl TINGKAT |

(&) b !"X)('-’
ot T

l | ! I =¥ Ko Jends Adminigtrast
Al

Tau a Penghubung
L ot > amor Rresisiras
I_ l

—= Claris Wiring

1
=

v

Kocie LUnit Organigast Lsclon | (cua digit
hurud)

v

(zaris Ninng

——2> ‘Iahun Uenalan [empac digit angkal
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CONTOH FORMAT REGISTER KEBERATAN

HEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDO

) REGISTER HEBERAT.
Periode: Januari-Desember..... dii gan tahun]
Fataan
Tangznl , A Twuan Kaian Pengsionn fen | Wemadn | ooempen | Bepusantnd | Pengatoan s
wa | Femgvass | Mams | Axmac m Pekaraan | yacg Pesggunasn, | (PR ARy o0 Targmpas ".:‘ Jasen | peporos | Mecau/kpadas egran
KADAAIN timiera trfcemasi Aman | efermas Notitgas Jangas
slsfelele|t)s nateraian FHD irdormact

KETERANGAN;

Nomaor

Tanggal

Nams

Alamnt

Nomor Kontak

Pekesinan -
Informasi yang diminta
Tujuan Penggunaan Informas
Alazan Pengyjusn Keberxtan
(Pazal 35 syat (1) VU KIP)

Tanggapan Atazsn FFID

duzi dengan nomor pendnftaran Juan
diizi dengan tangwal pengauan ke tan
duz dengan nans Pemoho

dusu dcnmnn alamat

ohon

nya permintaan informasd

A yung Ldak wagsr
mfarmasi yang melahihi sangien wakm yvoang diatur dalam UL KIP
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Moo dan Tacgeal Surst Tasgpsped
minzx Kakarainn

Huma & Jabatan Atmzsn FEID
Eepaavasam Husdl Mediasd Fajudikas
M il ragpmss

dasil denghin TangEsl a0 =5 EEpunEsEn
Peimohoi mesnodal keplansan FFID>

Atmzan FFID

ifBfdaicasi oinlitghs A6 Sengkech indormadi spabls

sargkatn informasi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN Il

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANG<AT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENT” <IAN KEUANGAN

SERTA MAKLUMAT PELAYANA'

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT® =NGELOLA INF_ *MASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN  K” JANGAN <« TENTANG  DAFTAR
INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN Ke  ANGA’

1. Batang Tubuh

EEFUTUSAN FE.? T B OELOL NFORMASI DAN DOEURENTASI

DAFTAR [ ORMAS] PUBLIK KREMENTERIAN KEEUANCAN

FEJARRA

Menimbang

Mengingat

HEMENTERLAN EEUAN AN EF oo OTHDONESLA

= ZLOHLA TNFORMAS] DAN DOKUMENTAS] KEMENTERLAN

KER NTEFRIAN TLIAMIAN
Ml T PP 2016

TENTANG

KELDARGOARN,

a. bafhiwa L

(-

bahwa. ...

. dan mtErasmes

-
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PERTAMA

EEDUA

v Eepnatusan Pejsbet Pengelola

MEMUTUSEAN

: DAFTAR IMPORMASI PUELIK EEMENTERIAN KEUANCAN.

. Menetaghan Daftar lnfeemas: Publidt Kamentaruan Kalangsn

ssbagaimans tercambum dealam Lampirsn yang menapaksn
Pengelols Informasi  desn  Dokumentssi  Kementerian
Eeuanngan imd,

Kementerian Hanangan ind
ditetagoamn.

pacda tanggal ..

FEJABAT PENMNOELOLA IMPORMASI DAN
DORUBENTASI KEMENTERIAN
KELUANCIAN,
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2. Lampiran
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B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI

INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Batang Tubuh

EEMENTERIAN KEUANGAN FREFUBLIK INIROMNMESLA
KEPFUTLUIEAN PEJABAT FENGELOLA [NFORMAS] DAN DOEUMENTAS]
EEMENTERLAN KEUANGAN
NOBOR KEP-.. ../ PPID 2016

TENTANG

BLASIFIKASI INFORMAS KEMEN SRIAN KEISANGAN

FEJABAT PENGOELOLA INFORMASI AN DOk ATASI KEMENTERLANM
BT ) HEAN,
Hmunh.m_g « A balvoea s
bl b' ’ i -

POGAn B STy,

hlenpingat : ”
2,
MEMIITUISEAN
et agiban o ELASIFIKAS] INFORMAS] KEMENTERIAN KEUANGAMN,
FERETARMA ¢ BMenespphen Els=ifikasi Informass Eementerian E=usngsn

sebagaimana tercannem dalam Lampdran yang merapakan
bagian yang ndal terpashian dan Hepumsan Peabat
Pengalods Informasi  dan Dolumentasd Kemsterisda
Eauasngasn iod.
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EEDUA - BElasilikas Informasi Kementonan Keusngsn sebagaimans
tersebur dalam Diktem Fertama manjadi nformasi Publik
yang Dapat DHakses dalam hal jangka walma pengecsalisn
talaly beralchdr au  berdasarkan kebenimian  peranireda
perundang-undangsn,

EETIGA - BKepunisan Peglabat Pengelola Informasi dan Dolosmsentas:
diteinplommn,

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DELBENTASI KEMENTERIAN
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2. Lampiran
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C. CONTOH FORMAT MAKLUMAT PELAYANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DHOE - CAS] [FFIDY
(diizi nama unit PPID Perangkat PE

|diist nama unit di atas 2 » o

idiizi nama Unit Es=lon 1, jika r
KEMENTERIAN KEUVANGAN REEM -

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN 111
PERATURAN' (ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTAM
PEDC .AN L. *NAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT
PE" SELOLA \NFORMASI DAN DOKUMENTASI
¥ .MENTERIAN K. 'ANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT
~ZENGELOQOLA INF JRMASI DAN DOKUMENTASI
KEMEN" _RIAN KEUANGAN
CONTOH FORMAT LAPORAN LAYANA. (FORMASI PUBLIK
A. CONTOH FORMAT LAPORAN EMPAT BULANAN LAYANAN IFORN: 2UBLIK PPID TINGKAT lil
Senghketa
Waltt N X
Nomox Penyzlesgian Taiﬁa. Nomor, Nomor,
Register Permohonan AOIOX dam Nomor, Nomor, Tanggal Tanggal, Kegiatan
Nomor | Permohonan Informasi register R 4 Tanggal, | Tanggal, dan dan Lain
Informasi bililk ¥ erats dan damn Put Putusan
Publilk P“ . LA Putusan | Putusan S_ﬂusaﬂ Sidang
(hari kerja) PPID Mediasi | Ajudikasi | , S'9*%8 | Mahkamah
e Agung
Jumlaly (Wan ”.Rata— b b
f
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B. CONTOH FORMAT LAPORAN EMPAT BULANAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID:TINGKAT Il

L. mnh;ﬂ_rmmmm:b' ‘ol

Memoar Wakbwm o [ wkatx
Ragint uz Panypalmnaixn Momar | e o, dan Mo Hom B -, Tanggsl
Bomar | Pesmochoasn Farmahonan Ragswinr ' L . i ¢ Y| Middeii, Tasggal. dan
Informasi Indfcomani Potlik | Hebsrakam ﬁml‘il]::lﬂ Tmpl das T‘f’::;:ln u,_ ‘h:_ Puir i s S cnilgg
Pelilik [hasi ke T TEEE afikas: Pangx u Mahkaiak Sgung
amm ‘
— [Ealkng Bars-fan x
Z. Kantca Peagelalasn.. .  Basdor Palayaean. . Exsdiar Paogan 4An Palxpanan... 'Fangkxlan...f Hals
Mamaor Wakim I-l-uh-ltl.
Flaedinni
Pa MNorma A
S ,n'd"tu- p"""':’"m L | TEszgal dan e I Fom Fmior, Tonggal. | 0 — o P
Informast | e "”""'F i :"FI 'I Tasgpapan | T @l oo Tsaggal s dicis Prariisss p— anggal.
Pkl | | Aragsn PRID BT ET Ry Hidang iy r—
hasi e L Aias Agn akasi Peogafilan eamak Aguog
Henalah L PR p— X
2, Haptes Peagelolsan,, F oor Pelayess o Faiior o sy dan Pelayanan., Pangialan,,  fBalad, .,
[ ¢ Wakiw m oo Beagksta
Flegian e Peuyeletaian M | :
Fminr | Peomolmsan | Persiobonan Poviater | €1, dan !mé__ T “mé_ ':r'r‘? Mo i, Tamggal, San
Informkasi | Buformasi Publibe |0 | Lo PR | Tangmal e i i Furisam Sidng
Pabilile jhiam ke AT Ajudil hnp""'"” Rahkeamia Aguing
|
[agma :F‘J.l:ﬁM | *

l
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C. CONTOH FORMAT LAPORAN EMPAT BULANAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID:TINGKAT |

1. Direktorat Jenderal.../Sekretariat Jenderal/Inspektorat’ aderal/Badan...
Nomor Waktu Nomor ngketa
N peR.egl:lter l;}zuyelﬁsamn RNOj:ufr Tanggal, dan Nomor, No: i wor, Tanggal, Nomor., T L dan Hegiatan
o1mor rmohonan rmohonan egister Tanggapan |T I, dan | Tanggal, dan Putusan » Tanggal. Lain
Informasi Informasi Publik | Heberatan Atasan PPID P‘uggtusan Pasan tang Putusan Sidang
Publik (hari kerja) Mediasi udikasi Pea. 4ilam Mahkamah Agung
J ah [(Walctu Rata-rata) *x *x
2. Hantor Wilayah..../Kantor Pelayana. tam .ea dan Cukai....
Nomaor Waktu Nomor Sengketa
Nomor Pelf:.lil:::::an l;’?:;ﬂﬁii::: RNeg:loj:l;tO;r Tanggal, dan [ - I R Nomor, Tanggal, Nomwor, Tanggal, damn Kegiatan
. , , Tanggapan g, fan | Tangy dan dan Putusan : r Lain
Informasi Informasi Publik | Keberatan Atasan PPID M Pota. .4 Sidang Putusan Sidang
Publik (hari kerja) Tediasi iadikasi P dilan Mahkamah Agung
J ah [Walcthu Rata-rata) *
3. Hantor. Jayah.... ‘antor P« vanan Utama Bea dan Cukai....
Nomor Walktu | Nomo Senghketa
Register Penyelesaian Nomuos. = -
Nofmor Peru:f:bh-:rnan Perg:iohc-nan Register Tanggs - s Nomor, Nomor, Tanggal, Nomor, Tanggal, dan Hegiatan
. , . Tan’ .pan | La._gal, dan | Tanggal, dan dan Putusan : P Lain
Informasi Informasi Publik | Keberatan 4 PPID Putasan Patasan Sidang Putusan Sidang
Publik (hari kerja) Mediasi Ajudikasi P adilan Mahkamah Agung
J ah [Walctu Rats a) I * *
dst
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D. CONTOH FORMAT LAPORAN EMPAT BULANAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID:KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Kementerian Kenangan
Nomor Walktu ] Nomor, aglketa
Register Penyelesaian Nomox Tanggal, damn Nomor Noi »r N or, Tanggal Hegiatan
Nomor PeImOh.lJﬂ.E.i.‘ll Permotllc-nan. Register Tanggapan Tanggal, dan | Tap§eal, dan “ Prtisan Nomor, Tanggal_. dan Taim
Informasi Imformasi Publik | Heberatan " Putusan Sidang
Publik hari ker; Atasan PPID Putusan Csan ang ttamah
r (hari kerja) Mediasi Judikasi Pew Yilam Fung
J ah [(Walkttu Rata-rata) * *
2. Drektorat Jenderal.../Sekretariat Jender. aspe  srat Jenderal/Badamn...
Nl:ul:n-:u' Walktun ) Nomeor, Senghketa
Register Penyelesaian Nomor Tanggal, dan [  ~mor RGTS Nomor, Tanggal Hegiatan
Nomor Permwohonan Permohonan Register EE5a%. . - . 2 E853% | Nomor, Tanggal, dan .
. . . Tanggapan A dan | Tang damn dan Putusan p Laim
Informasi Imformasi Publik | Heberatan id Putusan Sidang
Publik |hari kerja) Atasan PPID mon Pt A p Sidang Mahkamah Agung
Tedias. Ajndik (si Pengadilan
1 .
J ah [(Waldhu Rata-rata) *
3. Dhirektorat Jemd .../« retariat nderal/Inspektorat Jenderal/Badan...
Nl:ul:nor Waktun ) Nomor, Senghketa
Register Penyelesaian Nomag | Tanggal o Nom Nomor Nomor, Tanggal Hegiatan
Noimor Permohonan Permohonan Regist. E8a°, . A b Y 2 Egal Nomor, Tanggal, dan .
. . . Tangg: ~ogal, dan | Tanggal, dan dan Putusan p Laim
Informasi Informasi Publik | Keberata. N - Putusan Sidang
Publik (hari kerja) fasggreily asan Putusan S:.da:n:g Mahkamah Agung
Mediasi Ajundikasi Pengadilan
7 ah [(Waldtu Rata-rat | *
dst
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E. CONTOH ISI LAPORAN EMPAT BULANAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK
Laporan empat bulanan layanan Informasi Publik memuat:
a. rincian pelayanan Informasi Publik yang memuat:
1. jumlah permohonan Informasi Publik;
2. waktu vyang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik® ‘ng ditolak beserta
alasannya;
b. rincian penyelesaian sengketa Infor .si Publik, ni »uat:
1. jumlah keberatan yang diter aa;
2. tanggapan atas kel atan ¥ g diberikan dan
pelaksanaannya;
3. jumlah permob<>an penyelec n sengketa ke Komisi
Informasi yang b wer..
4. hasil mediasi a /at” . ke, .cusan ajudikasi komisi
inform ng berwn ung dan pelaksanaannya;
5. jur ahguge nyang ‘ajukan ke pengadilan; dan
6. sil putuss ~nengadiian dan pelaksanaannya;
c. rincian o cliharaan dan/atau pemutakhiran informasi,
's bay, PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
dan
1. kegiatan 1iin PPID.

F. CON Y L1 LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Laporar: tahunan layanan Informasi Publik paling kurang memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik,
antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan
Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
3. anggaran pelayanan Informasi Publik serta laporan

penggunaannya;
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rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:

1.
2.

jumlah permohonan Informasi Publik;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta

alasannya;

rincian penyelesaian sengketa Informasi Publil® . neliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan ng “berikan  dan
pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan pen: .esaian sengketa komisi
informasi yang berwenai

4. hasil mediasi dan/atau p’ _usan ajudikasi komisi
informasi yang b« »venang dan, ‘aksanaannya;

5. jumlah gugatan | ngu. 'van ke . igadilan; dan

6. hasil putusan pen, dilar ian ¢ 4ksanaannya;

kendala e! al dan' ernal dalam pelaksanaan layanan

Informs . Publik, an

reko.

ndasi d¢ +encana' tindak lanjut untuk meningkatkan

kualitas >/ .an Informasi Publik.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI



